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SALINAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN

BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR IO
TAHUN 20 16 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM HOST-TO-HOS? PEMBAYARAN

KEGIATAN JASA KEPELABUHANAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Menimbang bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan
kepelabuhanan dan standar operasional prosedur
sistem hast-to-lnst pembayaran kegiatan jasa
kepelabuhanan di lingkungan Pelabuhan Batam;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan
Sistem Host-to-Host Pembayaran Kegiatan Jasa
Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam;

Mengingat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi
Undang-Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan [,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Keda (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6s73);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor lO7, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah
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diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2OO7 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 165, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 20ll tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 2O Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 43, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O11 tentang
Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol7 Nomor 77, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5196);

Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6653);

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam;
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Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2OO9 tentang Kepelabuhanan
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 193, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5731);


